PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

J1. Nyumun No. | Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 144 - Disdik/2007

TENTANG :

IZIN PERUBAHAN NAMA YAYASAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL-ASIYAH
ATAS NAMA YAYASAN ISLAM AL-ASIYAH
DI KELURAHAN PABUARAN KECAMATAN CIBINONG

Membaca

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Sural dan Yayasan Islam Al-Asiyah Nomor : 026/NM/IV/2007 tanggal
U9 April 2007 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional
dan Pengaktifan Kemball

balwa Yayasan Islam Al-Asiyah mengajukan permohonan izin
perubahan nama yayasan sehubungan adanya perubahan nama
yayasan, adapun perubahan sebagai berilcut

Yayasan Pendidilkan Islam Roudctuttolibin, m%
Islam Al-Asiyah, yang menaungi SMA Al-Asiyah, beriokasi di
Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf 8, perlu menetapkan Keputysan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor tentang Izin Perubahan Nama Yayasan dan
Pengalktifan Kembali

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tent Pemerintah
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Ba ar?m Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional { Lembaran Negara Tahun 2003 Nomer 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4301),

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

4. Peraturan Pemerintah ... .



Mernperhatikan

Menetaphear
KESATU

KEDUA

KETIGA

4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Namor 37, Tambahan Lembaran ra Republik Indonesia
Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran ra Republik
indonesia Tahun 18988 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3764);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi $
Deerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3862),

6. Keputusan Menterl Pendidikan Nasional Nomor 060/U0/2002
tanggal 26 Apnl 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang

Organisasl  Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran
Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004,
tenta Pembentukan, Organisasi dan Tata IKera Dinas
Pendidikan Kabupaten r (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 168 Tahun 2004),

9. Keputusan Bupati Nomeor 11 Tahun 2004 l:untungoF:“ndmn
Izin Pendirian Sekolah ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor
185)

10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpls/HUK/2005 tanggal
30 Mer 2005 tentang Pende

Kewenangan
Penandatanganan Adminstrasl Pelayanan Umum Kepada Kepala
Dinas Pendidikan

1. Alkte Pendirian Yayasan (Perubahan Nama Yayasan) Nomor - 28.-
Tanggal 23 Marel 1987 Notaris Buharl, SH.

2 Surat keterangan Notaris Nomor @ 38/IV/N/2007 tanggal 12 April
2007.

MEMUTUSKAN

Mencabut dan menyatakan tidak berlaky Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsl Jawa
Barat Nomor : 216/102.Kep/F84Tanggal 23 Oktober 1984 tentang
Pemberian (jin kepada Yayasan : Pendidikan Islam Roudotuttolibin

Memberikan lzin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Asiyah
Atas Nama Yayasan lslam Al-Agiyah di Kelurahan Pabuaran
Kecamatan Cibinong,

Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka SMA Al - Asiyah dibawah
yayasan lslam Al-Asiyah dinyatakan akiif beroperasional kemball

untuk menyelengarakn kegiatan pendidikan tingkat Menengah Atas
mulai tahun ajaran 2006/2006



REEMPAT Permbenan zin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA DAN
HGA, Derlgku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan
PEfundang-unaangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang
| Mer registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor,

KELIMA Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan temyata timbul kerugian
lerhadap pihak lain, maka segals resiko yang timbul sepenunnya

menjadi tangguny jawab pihak pemegang (zin dan keputusan ini dapal
ditratalkan.

KEENAM Segals penyimpangan Jdan atau kelalalan atas kefentuan datam
keputusan ini yang dapal merugikan kewlbawaan pemerintah daerah
balk sengaja maupun tidak sengaja, maka Kepulusan ini dibatalkan
afau Detal dermi hukurm

KE T UJUH Tidak dibenarkan mengalinkan izin pendinan sekolah Kepada pihak
lain dengan dalin spapun sebelum adanys persetujuan dan Dinas
Fendidikan Kabupatet Bogor.

REDELAPAN Wab melengkap: semua perizinan dan persyaralan lainnys sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

RESEMBILAN heEpulusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapian.
Oitetapkan di
Pada tanggal 30 April 2007
= 4‘1{;‘1&52 DINAS PENDIDIKAN

714

g Wu ENDANG BASUNI, SH MM
IP. 010069482

Feynbusan

e Diekiun Jendial Mandfenien Pendidikan Dasar gan Menengah
pada Departemen Pendidikan Nasional,

i Gubermiur Jawa Barat

T Hepais Dinas Fendidikan Propinst Jawa Barat,

(U Bupal Hogar, Melalul Sekretaris Daerah (sebagai laporan)

N Relua Lewan Merwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Bogor,
Yih Caimal Kecamatan Cibinong; ,

i, Kepals Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong
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